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KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR lZS 1 KPTS / KPPT I 2014

TENTANG

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Menimbang : a

KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa
Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan
pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas
penyelesaian yang cepat dan tuntas.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan "
Walikota tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Prabumulih.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2OO1 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4113);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 48aa);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1'12,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5M9);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

Mengingat . 1.

b. Peraturan Pemerinta[ ]lomoq 41_Tahun 2007 tentang Organisasi
Peranokat Daerah Gernbaiair iGoara Reoublik;l-ndonEsia-TahunPerangkat Daerah (Lernbaiair Negara Refublik;l-ndonesia-Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Keria Unit Pelayanan Perijinan
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Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/
KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP l26lM.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP{118/M.PAN/812004 tentang Pedoman Umum Penanganan
Pengaduan Masyarakat Bagi lnstansi Pemerintah;

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Prabumulih Nomor 6 Tahun 2012 ( Lembaran Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2012 Nomor 6 );

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian wewenang Walikota kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu untuk menandatangani Perizinan dan
Non Perizinan atas nama Walikota (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2013 Nomor S

MEMUTUSKAN :

Mekanisme Pelayanan Pengaduan Masyarakat Pada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Prabumulih sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana
dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi Petugas yang
melaksanakan layanan pengaduan dalam meningkatkan efektifitas
penanganan pengaduan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Prabumulih

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 6 r'ta r *0 2014
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WALIKOTA PRABUMULIH,
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HMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PRABUMULIH

NOMOR I l3 3 TAHUN 2014
TANGGAL . CsMtecc',( 2014

MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA PRABUMULIH

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Perizinan kepada masyarakat melalui layanan

pengaduan yang disediakan di KPPT Kota Prabumulih, lnformasi pengaduan dari masyarakat

dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui beberapa media pengaduan

yang telah disiapkan dan mekanisme penanganannya yaitu :

PENGADUAN SECARA LISAN

Melalui Telepon Bagian lnformasike Nomor (0713 ) 33006M.

Melalui Petugas di loket pengaduan KPPT Kota Prabumulih.

B. PENGADUAN SECARA TERTULIS

1. Menyampaikan surat resmi yang difujukan kepada Kepala KPPT Kota Prabumulih

dengan diantar langsung ( melaui petugas loket pengaduan ) atau dikirim melalui Pos

ke alamat Jalan Jender:al Sudirman Nomor 34 Rt.O4 Rw 02 Kelurahan Tugu Kecil

Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

2. Mengisi Formulir pengaduan yang disediakan di kotak Pengaduan.

3. Melalui SMS Center O823 8001 7655.

4. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan identitas pengadu (Nama,

Alamat dan bukti lainya yang mendukung materi pengaduan yang akan

disampaikan).

u/

PENGADUAN SECARA ONLINE

Melalui email : kpptprabumulih@yahoo.com.

Mengisi Formulir Pengaduan melaluiWebsite : http:/lkppt.prabumulihkota.com,

a. Setelah tampil layar website, klik menu pengaduan.

b. lsidata disemua kolom yang ada,

c. Klik " kirim " unfuk menqirim Penqaduan.
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D. MENERIMAPEI{GADI'AN

1. KPPT Kota Prabumulih akan menerima setiap pengaduan yang ditujukan oleh

masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

2. Petugas akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur

penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.

3. KPPT Kota Prabumulih hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang

mencantumkan identitas pelapor.

MEI(AN ISME PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengaduan Secara Lisan.

a. Diterima Petugas di loket Pengaduan.

b. Petugas mencatat, memverifikasi, menelaah, menindaklanjuti, berdasarkan

kategori pengaduan.

c. Pengaduan yang dapat ditangani oleh petugas Layanan Pengaduan, langsung 
"

ditanggapi dan diselesaikan.

d. Jika pengaduan tidak dapat langsung ditangani oleh Petugas Layanan

Pengaduan, maka akan dikoordinasikan dengan petugas yang terkait (Korlap

KPPT, Tim Teknis SKPD).

e, Waktu penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat harus selesai

ditanggapi dalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja pengaduan diterima petugas

2. Pengaduan Secara Tertulis.

a. Petugas layanan pengaduan membuka kontak pengaduan dan media lainnya

setiap harikerja.

b. Pengaduan melalui surat akan diterima oleh staf Tata Usaha dan selanjutnya

diteruskan kepada Kepala KPPT.

c. Petugas mencatat, memverifikasi, menelaah dan menindaklanjuti berdasarkan

kategori pengaduan

d. Pengaduan yang dapat ditangani oleh petugas, langsung ditanggapi dan

diselesaikan.

e. Jika pengaduan tidak dapat langsung ditangani oleh fetugas Layanan

Pengaduan, maka akan dikoordinasikan dengan petugas yang terkait (Korlap

KPPT, Tim Teknis SKPD) untuk dibahas dan diselesaikan secara berjenjang.

f. Waktu penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lambat harus selesai

ditanggapidalam waktu 10 ( sepuluh ) hari kerja pengaduan diterima petugas.



3. Pengaduan Secara Online (E-mail dan Website).

a. Masyarakat / pelapor dapat mengirimkan pengaduan melalui email dan website.

b. Petugas pengaduan secara rutin akan membuka emaildan website.

c, Petugas mencatat, memverifikasi, menelaah dan menindaklanjuti berdasarkan

kategori pengaduan.

d. Petugas layanan pengaduan akan membalas email atau menginformasikan

kepada pelapor apabila materi pengaduan dapat langsung ditanggapi dan

diselesaikan.

e. Jika pengaduan tidak dapat langsung ditangani oleh petugas layanan

pengaduan, maka akan dikoordinasikan dengan petugas yang terkait (Korlap

KPPT, Tim Teknis $KPD), untuk dibahas dan diselesaikan secara bedeniang,

f. Waktu penyelesaian pengaduan secara online paling lambat harus selesai di

tanggapidalam waktu 10 (sepuluh) harikerja sejak pengaduan diterirnapetugas.

F. PELAPORAN

Petugas La,y,anan Pengaduan merekapitulasi jumlah pengaduan yang diterima setiap

bulan besertd tindak lanjqtnya dan dilaporkan kepada Walikota Pratxrmulih.

v WALIKOTAPRABUMULIH,


